ABSTRAK

Pemberian modal yang didapat dari perusahaan pembiayaan didasarkan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
Modal pembiayaan diberikan oleh lembaga pembiayaan yaitu badan usaha yang
melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang
modal. Lembaga pembiayaan diselenggarakan oleh perusahaan pembiayaan
adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha,
Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.

Pengadaan barang melalui kegiatan pembiayaan konsumen sering
dijumpai dalam pembelian kendaraan bermotor dan sejenisnya. Pada pembelian
kendaraan bermotor saat ini pembeli tidak harus menyediakan uang untuk
membayar lunas harga kendaraan bermotor, melainkan dapat melakukan
kerjasama dengan lembaga pembiayaan. Dalam rangka pembiayaan konsumen
kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan, konsumen menyerahkan hak
milik atas kendaraan bermotor secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan
pembiayaan. Untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan
dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor
dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan, perlu
dilakukan pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia.

Kenyataannya bahwa ketika debitur tidak mampu mengembalikan sisa
angsuran yang harus dibayar, kendaraan bermotor ditarik dan dikuasai oleh
lembaga pembiayaan, sehingga yang melakukan penarikan bukan panitia lelang
melainkan lembaga pembiayaan.

Penelitian ini memfokuskan pada tanggung gugat lembaga pembiayaan
terhadap pengambilan secara paksa kendaraan bermotor. Masalah yang dibahas
dalam penelitian ini apakah lembaga pembiayaan konsumen bertanggung gugat
terhadap penerima pembiayaan atas pengambilan paksa secara paksa kendaraan
bermotor? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan
pendekatan statute approach dan conceptual approach.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa terjadi hubungan
pinjam meminjam antara lembaga pembiayaan konsumen dengan konsumen
dengan penyerahan barang berupa kendaraan bermotor sebagai jaminan
fidusia.Lembaga pembiayaan konsumen tidak mendaftarkan jaminan fidusia ke
Kantor Fidusia, sehingga ketika debitur tidak mampu mengembalikan pembiayaan
konsumen, lembaga pembiayaan konsumen tidak menjadi kreditur preferen yang
pelunasannya lebih didahulukan di antara kreditur lainnya. Lembaga pembiayaan
konsumen untuk mendapatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan kepada
konsumen  mengambil  paksa  kendaraan  bermotor  melalui  Debt
Collectors.Tindakan yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan melalui dept
collector tersebut termasuk perbuatan melanggar hukum sehingga Lembaga
Pembiayaan bertanggung gugat dan harus memberikan ganti rugi kepada
konsumen.



